
Kominfo  dan  Dukcapil  Sultra
Sepakat  Perkuat  Layanan  Publik
Digital  Berbasis  Data
Kependudukan
Kendari, sultranet.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi
Sulawesi Tenggara bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
memperkuat  sinergi  pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik
berbasis  digital.  Kesepakatan  ini  ditegaskan  dalam  Rapat  Koordinasi
Penyelenggaraan  Pemanfaatan  Data  Kependudukan  di  Hotel  Zahra  Syariah
Kendari,  Kamis,  7  Agustus  2025.

Rapat yang mengusung tema “Sinergi Dukcapil dan Kominfo melalui Fasilitasi
Jaringan Komunikasi Data dalam Mendukung Pemanfaatan Data Kependudukan
untuk Pelayanan Publik Berbasis Digital” ini dihadiri jajaran pejabat Disdukcapil
Provinsi Sultra, Kepala Dinas Dukcapil  dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra,
serta para perwakilan instansi terkait.

Kepala Dinas Kominfo Sultra, Dr. M. Ridwan Badallah, menegaskan pentingnya
kolaborasi dua instansi ini dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia,
sesuai amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019. “Kominfo menjaga, merawat, dan
memastikan data tetap aman dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.

Ridwan menjelaskan, Kominfo berperan sebagai penanggung jawab pemanfaatan
data  kependudukan,  mulai  dari  pengelolaan,  pemeliharaan,  hingga keamanan
data.  Sementara  Dukcapil  menjadi  pengguna  data  sekaligus  pengelola  dan
pendistribusi  paket  data  kependudukan  kepada  instansi  yang  membutuhkan
melalui jaringan aman VPN-IP.

Ia menilai transformasi digital menjadi kunci reformasi birokrasi, sejalan dengan
visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, ASR-HUGUA, untuk mewujudkan
birokrasi  yang  akuntabel  dan  berintegritas.  Perpres  Nomor  95  Tahun  2018
tentang  SPBE  dan  Perpres  Nomor  82  Tahun  2023  tentang  Percepatan
Transformasi  Digital  menjadi  landasan  penguatan  integrasi  layanan  publik.
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Menurutnya,  pemerintah  perlu  menghapus  tumpang  tindih  aplikasi  dan
membangun satu platform terintegrasi yang dapat melayani seluruh kebutuhan
publik. Ridwan juga menyoroti pentingnya pengelolaan pengaduan digital melalui
SP4N-LAPOR,  serta  penguatan  peran  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi  (PPID)  di  setiap  daerah.

Salah  satu  fokus  pembahasan  adalah  penguatan  jaringan  intra-pemerintah
berbasis VPN-IP. Ridwan mengibaratkan sistem ini sebagai “jalan tol” khusus
antarinstansi  yang  aman  dan  efisien.  “VPN-IP  ini  seperti  iPhone,  datanya
terenkripsi.  Aman,  berbeda  dengan  sistem  terbuka  yang  mudah  disusupi,”
jelasnya.

Sejak 2023, Pemprov Sultra telah membangun jaringan ini untuk membackup
seluruh OPD dengan infrastruktur kabel dan suplai internet hingga 50 Mbps. Ia
mendorong  pemerintah  daerah  mengalokasikan  anggaran  untuk  memperkuat
VPN-IP, dengan opsi cadangan seperti Starlink di wilayah yang belum terjangkau
fiber optik.

Ridwan  menekankan,  data  kependudukan  yang  dikelola  Dukcapil  bersifat
mutakhir  dan  digunakan  untuk  berbagai  keperluan  strategis,  mulai  dari
perencanaan pembangunan, penanggulangan stunting, verifikasi identitas, hingga
pencegahan pemalsuan data. Akses data bersifat terbatas dan dilindungi sistem
keamanan yang mencatat setiap aktivitas.

Rapat diakhiri dengan penandatanganan naskah rumusan hasil rapat oleh seluruh
perwakilan Dukcapil dan Kominfo kabupaten/kota se-Sultra, disaksikan langsung
Kepala Dinas Dukcapil dan Kepala Dinas Kominfo Sultra. “Komitmen kita hari ini
adalah untuk membangun pondasi kuat demi mewujudkan pelayanan publik yang
efisien, terintegrasi, dan terpercaya berbasis pemanfaatan data kependudukan,”
tutup Ridwan.



Kominfo Sultra Terima Kunjungan
DPRD Wakatobi, Bahas Perluasan
Infrastruktur Digital
Kendari, sultranet.com — Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi
Sulawesi Tenggara menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten
Wakatobi  di  Aula  Mepokoaso,  Kantor  Dinas  Kominfo  Sultra.  Kunjungan  ini
membahas  percepatan  pelaksanaan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik
(SPBE) serta pembangunan infrastruktur digital, khususnya di wilayah kepulauan.

Kepala  Dinas  Kominfo  Sultra,  Dr.  M.  Ridwan  Badallah,  S.Pd.,  MM.,  secara
langsung menerima kunjungan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Dinas, Kepala
Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), dan jajaran struktural dinas.

Dalam pemaparannya, Ridwan menekankan pentingnya peran Kominfo sebagai
penggerak utama transformasi digital lintas sektor pemerintahan. Ia menjelaskan
bahwa digitalisasi bukan semata urusan jaringan, tetapi berkaitan erat dengan
integrasi sistem dan pelayanan publik.

“Semua layanan digital dan jaringan pemerintahan harus terpusat di Kominfo.
Kami bukan hanya penyedia jaringan, tapi juga tulang punggung transformasi
digital pemerintah,” ujarnya.

Ia menyebut pelaksanaan SPBE diatur secara nasional melalui Peraturan Presiden
No.  95 Tahun 2018 dan diperkuat  oleh Perpres No.  82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Di
tingkat daerah, hal ini didukung oleh Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2
Tahun 2021.

Ridwan  juga  menjelaskan  bahwa  Dinas  Kominfo  bertanggung  jawab
menghubungkan seluruh organisasi  perangkat  daerah (OPD)  melalui  jaringan
intra-pemerintah dan distribusi internet. Tujuannya, kata dia, adalah menciptakan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola digital pemerintahan.

Dalam  diskusi  yang  berlangsung  hangat,  perwakilan  DPRD  Wakatobi
menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi memberi perhatian lebih pada
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pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah kepulauan yang masih
belum terjangkau jaringan internet secara merata.

“Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah kami tidak tertinggal dalam hal
akses informasi dan teknologi. Kami mohon dukungan dari Pemprov Sultra agar
pembangunan  BTS  bisa  terus  didorong,”  ungkap  salah  satu  anggota  DPRD
Wakatobi.

Permintaan ini disambut positif oleh Dinas Kominfo Sultra. Ridwan menyatakan
bahwa  pihaknya  siap  mendorong  kolaborasi  lintas  sektor  dan  menjembatani
komunikasi dengan kementerian dan operator untuk mempercepat pemerataan
infrastruktur digital, termasuk di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Ia  juga  menyampaikan  bahwa pengembangan  ekosistem digital  yang  inklusif
memerlukan  sinergi  antara  pemerintah  provinsi,  kabupaten,  dan  semua
pemangku  kepentingan.

“Kami percaya bahwa transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada
kerja sama antarlevel pemerintahan. Wakatobi adalah bagian penting dari Sultra,
dan kita akan bersama-sama membangun konektivitas digitalnya,” tegasnya.

Kunjungan  kerja  ini  ditutup  dengan  sesi  tanya  jawab,  pertukaran  informasi
kebijakan,  serta  komitmen  bersama  untuk  memperkuat  kemitraan  dalam
memperluas  jangkauan  digitalisasi  dan  SPBE  di  seluruh  wilayah  Sulawesi
Tenggara,  termasuk  kawasan  kepulauan  yang  selama  ini  masih  menghadapi
keterbatasan infrastruktur.


